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ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak 

: Ridho AkbarNama

: 02043100167NIM

: Hukum, Anak, Pengadilan.Kata Kunci

Isi Abstrak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 
merupakan potensi dan penerus cita-cita peijuangan bangsa, yang memilki peranan 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, 
dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak pada umumnya terkadang 
tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan 
tindak pidana. Kurangnya perhatian dari keluarga, tingkat ekonomi yang rendah, 
lingkungan sosial yang kurang positif, pengaruh perkembangan wilayah dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab 
anak melakukan tindak pidana. Maka untuk melaksanakan pembinaan dan 
memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang 
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan 
memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak 
perlu dilakukan secara khusus. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga negara lainya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
napza, anak korban penculikkan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan 
baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan penjelasan 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Maka melalui Balai Pemasyarakatan 
yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM sebagai unit pelaksana teknis di 
bidang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai 
memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ff 11J °“ v'

' A
✓ - «i v

a /;
•.r !

■V'.;
t

\y

XII
//*• >



BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

yang sangat penting bagiKehidupan anak-anak merupakan masa 

perkembangannya. Anak sebagai generasi muda yang merupakan generasi penerus 

perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. Agar setiap anak nanti dapat

memikul taggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- 

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial 

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Anak yang karena usianya menjadi individu yang memiliki keterbatasan, antara

lain dalam hal berpikir dan bertindak. Terlebih lagi dalam pemenuhan haknya,

seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan 

pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang 

peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Orang tua sebagai pelindung dan 

panutan bagi anak, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan 

kebutuhan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Tak heran jika Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sampai memuat 15 Pasabpafiftl. 

yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-uni 

bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggar;

semua

'Asasi \ f-o£jkk r'"

i 1 ;
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2

Manusia. Anak dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak mampu melawan 

yang antara lain dikarenakan tenaganya yang tidak sekuat orang dewasa. Selanjutnya 

Pasal 1 butir 12 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

turut merumuskan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara.

Meskipun banyak memiliki keterbatasan, namun anak merupakan aset dan harus 

dibimbing terutama dalam masa perkembangannya, karena itu akan sangat 

berpengaruh terhadap kepribadian dan kecerdasan seorang anak kelak. Anak sebagai 

bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan 

sumber daya manusia Indonesia ysng berkualitas dan mampu memimpin serta 

memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan 

pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan 

yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal 

upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan 

tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku 

dikalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain 

hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, 

maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja

I
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tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang 

dapat merugikan dirinya sendiri dan atau masyarakat disekitamya atau masyarakat 

pada umumnya.1

Seorang anak dalam perkembangannya bisa tumbuh menjadi baik, tetapi bisa 

juga melakukan kesalahan. Terkadang ada kenakalan anak yang khas dan wajar dan 

masih bisa di dimaklumi oleh orang tuanya. Namun tidak menutup kemungkinan jika 

kenakalan yang dilakukan anak-anak ternyata merupakan tindak pidana yang dapat 

dijatuhi hukuman.

Seperti halnya kasus yang baru terjadi di kota Palembang yakni tawuran sekolah 

SMK PGRI 11 dengan SMK 2 yang diduga karena salah seorang siswa SMK PGRI 

11 dikeroyok dan ditusuk dengan benda tajam oleh salah seorang siswa SMK 2. 

kemudian di lain tempat, pada tanggal 7 November 2009 silam, aparat kepolisian dari 

POLTABES merazia mobil-mobil di jalan Tanjung Api-api saat mereka sedang 

balapan liar di jalan, dan umumnya mereka yang mengikuti balapan liar tersebut 

masih dalam status pelajar. Balapan liar tersebut disinyalir judi, yakni balap liar 

tersebut diikuti dengan taruhan uang perjudian bahkan ada yang sampai dengan mobil 

itu sendiri yang dipertaruhkan.2

Pengertian anak saat ini masih belum ada pengertian yang seragam. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa pengertian anak yang berbeda-beda dalam literatur maupun 

peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan perumusan batas usia anak

maupun

* Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Sumatera Ekspres, Diduga Mobil Dinas Terjaring Razia Balapan Liar, Senin 9 November

2009

r



4

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), 

Undang-undang Perkawinan, Konvensi Hak Anak, Undang-undang Hak Asasi 

Manusia, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak.

Batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 330

KUHPdt);

2. Mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 47

ayat (1) Undang-undang Perkawinan);

3. Mereka yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal

1 butir (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir (5) Undang-

undang Hak Asasi Manusia);

4. Mereka yang telah berumur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum

pernah menikah (Pasal 1 butir (1) Undang-undang Pengadilan Anak).

Perbedaan penentuan batas usia anak ini tentu akan membingungkan para pihak 

(baik orang tua, aparat penegak hukum, pemerintah, aktivis hak anak, dan 

sebagainya) dan menimbulkan permasalahan dalam memenuhi hak anak. Baik ketika 

anak berada dalam posisi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelaku 

kejahatan. Dengan adanya perbedaan perumusan batas usia anak akan timbul 

perbedaan pendapat apakah usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak atau

!
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dianggap dewasa menurut Undang-undang. Sebenarnya dengan berlakunya 

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan 

Pasal 91 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut, maka batasan usia anak 

akan dipakai, yaitu belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam 

kandungan. Kecuali khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau 

melakukan tindak pidana, maka pengaturan usianya tunduk pada Undang-undang 

nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.3

Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dirumuskan sebagai berikut:

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin”.

telah

inilah yang

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak (belum mencapai batas usia dewasa) yang melakukan tindak pidana,

atau;

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3 Eva A Zulfa & Nathalina N., Modul Instrument HAM Nasional : Hak Anak, (Depkum 
HAM RI Dirjen Perlindungan HAM, thn 2004), hal 3.

I
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Tindakan menyimpang dari norma yang dilakukan anak dapat juga disebut 

sebagai kenakalan anak atau biasa disebut sebagai ”Juvenile Deliguency .

Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dirumuskan bahwa:

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas 
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan 
dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang 
menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan".

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum diberikan perlindungan khusus dan memiliki hak-hak yang harus

dipenuhi dalam proses peradilannya. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan

dan membutuhkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu,

pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No.3

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap

dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 

terhadap anak.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ini telah ditentukan pembedaan 

perlakuan dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses 

pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Selain itu dalam Undang- 

Undang No. 3 Tahun 1997 ini juga dirumuskan mengenai ancaman hukuman yang 

boleh dikenakan pada anak, yang berbeda dengan ancaman hukuman bagi orang

I
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dewasa. Pembedaan ancaman pidana bagi anak juga terdapat dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana, yaitu penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah 

dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan 

pidana mati dan penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.4

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan khusus 

terhadapnya yang dimiliki harus dipenuhi sejak awal proses peradilan, yaitu sejak 

proses penyidikan di Kepolisian hingga saat penjatuhan hukum di pengadilan. 

Perlakuan istimewa dalam pengadilan tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa 

anak-anak bukan orang dewasa. Artinya anak-anak tidak dapat disamakan dengan 

orang yang telah dewasa. Anak-anak masih sangat labil dan terkadang tidak berpikir 

panjang. Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum mengenai anak-anak bersifat 

tidak semata-mata menghukum atau membalas dendam, pada perbuatannya, 

melainkan bersifat korektif, yaitu melindungi anak dan re-edukatif, serta menganggap 

anak yang berbuat kenakalan atau kejahatan itu sebagai tanggungan negara. Hal ini 

diharapkan dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik 

bukannya semakin jahat.5

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka, terdakwa, atau 

terpidana pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak seorang 

tersangka, terdakwa, atau terpidana dewasa. Bahkan anak mungkin ada hak-hak 

istimewa bagi ”anak nakal” yang tidak dimilki oleh pelaku kejahatan yang telah

5 Wagiati Soetodjo., Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 3. 
R. Soesilo., Kriminologi, Politeia, Bogor, 1976, hal 108.
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dewasa. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana yang 

dijalankan hendaknya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan 

bimbingan terhadap anak yang terlanjur melakukan kenakalan diluar batas kewajaran 

seorang anak. Sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi anak yaitu untuk mengayomi 

anak agar menjadi lebih baik dan dapat menyongsong masa depannya masih panjang 

dan lebih baik. Anak yang telah melakukan tindak pidana, dalam seluruh proses 

pemeriksaan berhak didampingi oleh penasehat hukum dan memperoleh bantuan

hukum.6

Pembimbing kemasyarakatan yang bernaung di instansi BAPAS, sering kali 

mengalami beberapa kendala yang di antaranya yakni putusan hakim tidak sesuai 

dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh petugas kemasyarakatan, petugas 

kemasyarakatan yang sangat terbatas dan luasnya wilayah keija sedangkan jumlah 

kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat tinggi, koordinasi antara sesama aparat 

penegak hukum yang kurang berjalan dengan baik, sebagian anak tidak tinggal 

dengan orang tuanya sehingga koordinasi dan komunikasi antara petugas dengan 

orang tua tidak dapat maksimal, kemudian sarana dan prasarana serta dana

operasional yang sangat minim juga menunjang terjadinya kurang maksimal daripada 

kinerja BAPAS.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hak-hak anak yang dimuat dalam 

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur mulai 

dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Hak-hak anak yang diatur meliputi hak-hak 

6 Eva A Zulfa & Nathalina N., Op. C/7, hal. 22.
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bersifat umum dan khusus. Bersifat umum maksudnya bahwa hak tersebut 

dimiliki oleh semua anak secara universal. Artinya semua yang memenuhi kualifikasi 

anak tanpa terkecuali memiliki hak-hak ini. Sedangkan hak yang bersifat khusus 

merupakan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, 

misalnya anak cacat atau anak anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. 

Artinya hak-hak tersebut hanya dimilki anak karena keadaan tertentu. Hak-hak anak 

yang terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

ini pada umumnya hampir sama dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi 

Hak Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, dan Undang- 

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.7

Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia merumuskan sebagai berikut:

"Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak, hanya boleh dilakukan 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya 
terakhir”.

yang

Merujuk ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan 

ataupun penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh 

sembarangan dan hanya boleh dilakukan dengan alasan yang kuat dan sebagai upaya 

terakhir atau Ultimatum Remedium yang dapat dilakukan.

Dari sudut pandang yang berbeda, anak yang dijatuhi pidana penjara 

dikhawatirkan memperoleh dampak yang negatif yaitu anak akan berada dalam 

lingkungan yang kurang baik, misalnya bergaul dengan anak delinkuen yang lain.

7 Ibid, hal 6-7.
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g
Pergaulan ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan , dan 

mekanisme kepenjaraan mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya 

kejahatan dan dalam hal-hal tertentu betul-betul menciptakan karir penjahat.9

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai salah satu struktur pengadilan anak, 

melalui petugas kemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan agar kejahatan 

tidak teijadi atau terulang kembali. Pembinaan tersebut diberikan terhadap anak yang 

telah melakukan kejahatan dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam 

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Pasal 33 dinyatakan 

bahwa:

Petugas kemasayarakatan terdiri dari :

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;

b. Pekeija Sosial dari Departemen Sosial; dan

c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 34 ditentukan juga :

(1) pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf

a bertugas:

a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 

dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak 

dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat.

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 29.
2004 h 1 I49°^arnma^ Makaro, Pembaharuan Hukum Pidana, Kreasi Wacana, Yogyakarta,
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b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan 

putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, 

pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan 

kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga 

Pemasyarakatan.

(2) pekeija sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas 

membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan 

putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti 

pendidikan, pembinaan dan latihan keija.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekeija 

Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kejahatan (termasuk anak nakal)

dengan cara melakukan pembinaan, tidak kalah penting dengan penanggulangan 

sebelum terjadinya kejahatan. Karena hal yang sedemikian rupa merupakan suatu 

keterkaitan dimana setiap hal akan menimbulkan hubungan sebab akibat.

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak nakal, 

dimaksudkan untuk agar anak tersebut dapat menyadari perbuatannya dan tidak 

mengulanginya lagi serta agar dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat 

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, 

sebagaimana yang telah dipaparkan, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dan menuangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah mengenai
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PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN

PIDANA ANAK

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat

beberapa permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana ?

2. Bagaimana peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak ?

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat balai pemasyarakatan dalam3.

proses peradilan pidana anak?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

2. Untuk menjelaskan peranan balai pemasyarakatan dalam proses peradilan 

pidana anak.

3. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat balai pemasyarakatan dalam 

proses peradilan pidana anak.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya, dan pada hukum pidana khususnya, sehingga
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memperkaya studi kepustakaan mengenai peranan lembaga negara dalam proses 

peradilan pidana anak.

2. Aspek Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penulis ini adalah untuk melatih, memahami, 

membahas permasalahan berkaitan dengan topik penelitian dan hasil penelitian 

dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum dan mahasiswa dan untuk 

penulis sendiri.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai peranan lembaga negara 

dalam proses peradilan pidana anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan

yaitu faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, peranan balai

pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak serta faktor-faktor yang menjadi

penghambat balai pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

1.6. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, penulis 

melakukan penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis bagaimana 

berfungsinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan 

Anak didalam masyarakat. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara yuridis 

empiris, yang ditunjang dengan yuridis normatif, dan pendekatan kriminologi

I
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untuk mendapatkan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak yang masih dibawah umur.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih lokasi penelitian pada Balai 

Pemasyarakatan Kias I Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, 

Kejaksaan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Kias IA Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

bersumber pada:

a. data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian dilapangan (field 

research), berupa data yang diperoleh langsung dari responden penelitian 

(objek penelitian).

b. data sekunder sebagai penunjang merupakan data yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian kepustakaan (library research), berupa :

1) Bahan hukum primer

dipergunakan didalam memperoleh data adalah peraturan perundang-

undangan yang meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak;

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak;

I
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12 Tahun 1995 tentangd) Undang-Undang Nomor

Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 

didapatkan dari teori-teori, pendapat para ahli, artikel-artikel ilmiah 

dan sebagainya yang ada relevansinya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks dan ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh struktur hukum pada peradilan

pidana anak. Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling,

dengan pertimbangan responden petugas yang terkait langsung dalam proses

peradilan pidana anak.

a. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dari BAP AS Kias 1 Palembang;

b. Penyidik Anak pada Satuan Reskrim Unit PPA dari Kepolisian Kota Besar

Palembang;

c. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Palembang;

d. Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Kias IA Palembang.

I
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5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Pustaka

Untuk mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan didalam penelitian

ini.

b. Studi Lapangan

Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara

melalui daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

Analisis Data6.

Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang

diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam

bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.
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